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RINGKASAN

Salah satu tujuan bernegara adalah memajukan kesejahteraan umum
melalui penyediaan infrastruktur dan prasarana umum dalam rangka pemenuhan
layanan publik yang berkualitas dan berkeadilan. Percepatan pembangunan
nasional dilakukan melalui pelaksanaan belanja Negara yang diimplementasikan
ke dalam kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJ) yang dalam istilah
asing disebut “procurement”. PBJ dewasa ini selalu menjadi isu strategis dalam
rangka pemenuhan kebutuhan atas barang atau jasa baik bagi pemerintah maupun
pada sektor swasta. Melalui kegiatan PBJ, roda prekonomian dapat digerakkan
seiring dengan adanya berbagai kebijakan pada sektor PBJ yang mewajibkan
penggunaan produk dalam negeri secara proporsional maupun penggunaan produk
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk pemenuhan kebutuhan
barang/jasa. Kebijakan demikian, menjadi sebuah peluang bagi pelaku usaha
untuk  mengembangkan diri  melalui peningkatan kualitas produk sehingga
UMKM dapat tumbuh dan mempercepat kesejahteraan rakyat. Ini merupakan
peluang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam menopang ekonomi nasional.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Perpres No 12 Tahun 2021 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah bahwa Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut
dengan PBJ adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh
Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai, oleh APBN/APBD yang

prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil
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pekerjaan. PBJ dilakukan melalui dua cara yakni melaui swakelola atau melalui

penyedia.

PBJ melibatkan berbagai pihak sebagai pelaku pengadaan yakni
Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat
Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan, Pokja Pemilihan, Agen Pengadaan,
Penyelenggara Swakelola, dan Penyedia Barang/Jasa. Diantara pelaku pengadaan,
PPK merupakan salah satu pelaku pengadaan yang memiliki peran yang sangat
besar dan memiliki tanggung jawab disetiap tahapan PBJ mulai dari
merencanakan hingga melakukan serah terima pekerjaan kepada PA/KPA. Pasal 1
angka 10 Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah bahwa “Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK
adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil
keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran

anggaran belanja negara/belanja anggaran daerah”.

Dalam konteks PBJ, PPK melakukan tindakan hukum pada 2 (dua) bidang
hukum yakni hukum administrasi dan hukum perdata. Akan tetapi, konsekuensi
dari tindakan hukum yang dilakukan oleh PPK tersebut, dalam beberapa kasus
dapat megarah pada tindak pidana Kkhususnya tindak pidana korupsi dan/atau
dinyatakan turut serta melakukan tindak pidana korupsi.

Terdapat 2 (dua) kewenangan PPK yang potensial mengalami
kriminalisasi yakni akibat penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa
(SPPBJ) dan/atau ketika PPK bertindak sebagai pejabat penandatangan kontrak
dengan pihak ketiga atau Penyedia Barang/Jasa. Dalam beberapa perkara, PPK
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cenderung selalu diposisikan sebagai pihak yang bertanggung jawab secara
hukum. Hal ini terjadi karena adanya problem yuridis dalam pengaturan PBJ yang
berlaku saat ini yakni Perpres No. 16 Tahun 2018 dan perubahannya yang masih
bermasalah khususnya berkaitan dengan pengaturan sumber kewenangan bagi
PPK yang tidak sejalan dengan sumber wewenang dalam UU No. 30 Tahun 2014

tentang Administrasi Pemerintahan.

Permasalahan lainnya adalah ketidakjelasan kedudukan PPK dalam
melakukan tindakan pemerintahan yang dapat dimintai pertanggung jawaban
secara administrasi, pertanggung jawaban dari aspek Keperdataan dan
pertanggung jawaban secara pidana. Sesuai dengan permasalahan tersebut, penulis

menfokuskan pada 3 permasalahan utama yakni:

1. Hakekat Eksistensi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam system
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

2. Hubungan penerapan prinsip good gevernance dengan prinsip-prinsip dalam
pengadaan barang/jasa pemerintah.

3. Tanggung jawab Pejabat Pembuat Komitmen dalam penyelenggaraan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Sesuai dengan isu hukum dalam penelitian ini, maka tipe penelitian yang
digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan 3 pendekatan
yakni statute approach, conseptual approach, dan case approach. Berdasarkan
hasil penelitian menunjukkan bahwa PPK memperoleh kewenangan melalui dua

acara yakni penugasan (mandat) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1)
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Perpres No. 12 Tahun 2021 dan pelimpahan kewenangan (delegasi) dari PA/KPA
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) Perpres No. 12 Tahun 2021.
Pasal 13 ayat (2) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Pemerintahan mengatur bahwa Delegasi apabila:

a. diberikan oleh Badan/Pejabat Pemerintahan kepada Badan dan/atau

Pejabat Pemerintahan lainnya;

b. ditetapkan dalam PP, Perpres dan/atau Perda; dan
c. merupakan Wewenang pelimpahan atau sebelumnya telah ada.

Apabila mengacu pada ketentuan tersebut di atas, terdapat kekeliruan
dalam perumusan norma yang meletakkan wewenang PPK sebagai delegasi atau
rezim pelimpahan wewenang sebagaimana pada teori-teori tentang sumber
wewenang bahwa pada delegasi mensyaratkan wewenang yang akan
didelegasikan merupakan wewenang yang berawal dari wewenang atributif yang
melekat pada pejabat yang mendelegasikan dalam hal ini adalah PA. Sementara
antara wewenang PPK dan PA terdapat kewenangan yang ada pada PPK yang
tidak dimiliki oleh PA sebelumnya, salah satu diantaranya adalah tugas
menetapkan HPS hanya ada pada PPK sebagaimana pada ketentuan Pasal 11 ayat
(1) huruf d Perpres 16 Tahun 2018, dan tidak terdapat kewenangan tersebut pada
PA sebaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perpres 16 Tahun 2018. Demikian halnya
dengan substansi wewenang yang akan dilimpahkan dituangkan dalam peraturan
tersendiri untuk level pemerintah daerah diatur melalui Perda. Berdasarkan Pasal
13 ayat (4) UU No. 30/2014 bahwa: Dalam hal ketentuan peraturan perundang-

undangan menentukan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Badan dan/atau
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Pejabat  Pemerintahan  yang  memperoleh  Wewenang melalui  Delegasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mensubdelegasikan Tindakan kepada
Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lain dengan ketentuan:

a. dituangkan dalam bentuk peraturan sebelum Wewenang dilaksanakan;

b. dilakukan dalam lingkungan pemerintahan itu sendiri; dan

c. paling banyak diberikan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan 1

(satu) tingkat di bawahnya.

Ketentuan dalam pasal tersebut memungkinkan dilakukan pendelegasian
wewenang kepada pejabat setingkat lebin rendah dengan ketentuan, substansi
wewenang yang akan dilimpahkan tetap dituangkan dalam bentuk peraturan.
Dengan demikian, pelimpahan wewenang dari PA kepada PPK, tidak terpenuhi.

Sementara dalam Pasal 14 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014 menentukan
bahwa Mandat apabila: a. ditugaskan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan
di atasnya; dan b. merupakan pelaksanaan tugas rutin. Secara teoritis, pada
wewenang mandat tidak terjadi pengalihan wewenang. Badan atau pejabat yang
menujuk  (menugaskan) badan atau pejabat lainnya untuk melaksanakan
kewenangan atas nama pemberi mandat. Dengan demikian, pejabat yang
memperoleh penugasan atau mandat, sesungguhnya kewenangan tersebut tetap
melekat pada badan atau pejabat yang memberi penugasan atau mandat.

Pada umumnya, mandat itu terjadi apabila pejabat yang berwenang atau
pejabat defenitif sedang berhalangan sementara sehinga untuk kepentingan
jalannya roda organisasi, perlu menunjuk pejabat lainnya untuk melaksanakan

tugas-tugas rutin atas nama pejabat yang berhalangan dimaksud. Wewenang
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mandat dalam praktiknya, setiap pengambilan keputusan atau tindakan selalu
menyebut atas nama (a.n) pejabat yang memberi mandat atau penerima mandat
disebut pelaksana tugas (PIt) atau pelaksana harian (Plh). Apabila wewenang PPK
dikategorikan sebagai wewenang yang bersumber melalui mandat, juga tidak tepat
karena ternyata PA pada saat melakukan penugasan tidak dalam keadaan
berhalangan sementara. Sehingga dapat dipahami bahwa pengaturan perolehan
kewenangan oleh PPK dalam Perpres baik bersumber dari delegasi maupun
mandat, keduanya tidak tepat, sehingga hal ini akan berimplikasi pada kesalahan
subjek dalam pembebanan tanggung jawab hukum apabila terdapat kesalahan baik
karena kesengajaan atau kelalaian dalam proses PBJ.

Berdasarkan Pasal 1 angka 7 Perpres No. 16 Tahun 2018 mengatur bahwa
: “Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang
kewenangan penggunaan anggaran Kementerian  Negara/Lembaga/Perangkat
Daerah”. Dihubungkan dengan Pasal 11 ayat (1) huruf m Perpres No. 16 Tahun
2018 bahwa: “PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 huruf c¢ memiliki tugas: menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan
kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan”. Dari ketentuan
tersebut menunjukkan bahwa PPK dalam melaksanakan tugas dan kewenangan,
bertanggung jawab kepada PA/KPA dan berkewajiban menyerahkan hasil
pekerjaan kepada PA selaku pengguna anggaran. Dengan demikian maka
eksistensi PPK berkedudukan sebagai wakil pemerintah berdasarkan wewenang
mandat (melaksanakan tugas) atas kewenangan yang melekat dari PA untuk

melaksanakan teknis PBJ.
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Anggaran untuk PBJ dari tahun ketahun terus mengalami peningkatan.
Data ICW pada tahun 2021 mencatat, pemerintah telah mengalokasikan anggaran
sebesar Rp. 1.214, 1 Triliun atau setara dengan 52% dari total APBN. Sementara
data kasus korupsi sektor PBJ yang ditangani oleh KPK hingga tahun 2021
mencapai 284 kasus. Fakta menunjukkan perlunya pengelolaan PBJ dengan
berpedoman pada prinsi good governance sebagai instrument yuridis untuk
menilai keabsahan Tindakan pemerintah khususnya bagi pelaku PBJ dan prinsip-
prinsip Pengadaaan Barang/Jasa merupakan instrument khusus berlaku dalam PBJ
sebagai tata nilai utama yang wajib dipenuhi untuk memberikan jaminan proses
pengadaan dilakukan secara adil, efektif, efesien, transparan, terbuka, bersaing,
dan akuntabel.

Untuk kepentingan pencegahan terjadinya kecurangan dalam proses PBJ,
prinsip keterbukaan dalam PBJ haruslah dimaknai bahwa Penyedia barang/jasa
yang memenuhi Syarat boleh mengikuti PBJ dan berhak mendapatkan akses
selurun dokumen penawaran peserta tender yang diunggah pada SPSE setelah
tahap evaluasi penawaran. Prinsip keterbukaan diharapkan terjadi check and
balances sebagai tujuan dari prinsip good governance.

Tanggung jawab dan tanggung gugat Pejabat Pembuat Komitmen dalam
penyelenggaran PBJ dibedakan dari 3 aspek yakni:

1. Tanggung Jawab Administrasi; Tindakan PPK sebagaimana dimaksud pada
Pasal 11 ayat (1) huruf b, c, d, e, f, g, h, J, dan huruf m Perpres Nomor 16
Tahun 2018, PPK diwajibkan untuk menerbitkan keputusan administrasi

secara tertulis. Sedangkan tugas PPK sebagaimana dimaksud pada Pasal 11
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ayat (1) huruf a, i, k, n, dan huruf o, PPK diwajibkan untuk mengambil
Tindakan administrasi pemerintahan. Mengingat sumber wewenang PPK
sebagai mandat, maka tanggung jawab dan tanggung gugat yang timbul dari
Tindakan yang dilakukan oleh PPK tetap melekat pada PA/KPA sebagaimana
ketentuan pada Pasal 14 ayat (8) UU AP. Demikian halnya dengan
penyelesaian sengketa pengadaan secara administratif bersifat  primum
remedium.

2. Tanggung Jawab Perdata; PPK merupakan salah satu pejabat penandatangan
kontrak dengan penyedia. Akibat hukum bagi pihak yang terlibat di dalam
kontrak berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata dan juga Asas Pacta Sunt
Servanda bahwa perjanjian yang dibuat berlaku sebagai undang-undang bagi
mereka  yang  membuatnya.  Apabila  terjadi  wanprestasi, maka
penyelesaiannya sesuai dengan cara yang disepakati bersama dalam kontrak.
Kedudukan PPK dalam kontrak PBJ sebagai wakil pemerintah melahirkan
tanggung gugat jabatan sepanjang PPK ditetapkan sebagai pejabat
penandatangan kontrak.

3. Tanggung Jawab Pidana merupakan tanggung jawab pribadi. Dalam
pengadaan barang/jasa berkaitan dengan maladministrasi dalam penggunaan
wewenang. Kualifikasi tindak pidana dapat berupa pemalsuan dokumen,
penyuapan, gratifikasi, persekongkolan jahat, KKN yang melibatkan PPK.
Seseorang hanya dapat dipidana jika terpenuhi unsur-unsur pidana dalam
ketentuan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 81 Perpres 16/2018

Dalam hal terjadi pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1)
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huruf a sampai huruf ¢ dan Pasal 80 ayat (1) huruf a sampai huruf ¢, UKPBJ

melaporkan secara pidana.
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SUMMARY

One of the goals of the state is to promote public welfare through the
provision of public infrastructure and infrastructure in the context of fulfilling
quality and equitable public services. Acceleration of national development is
carried out through the implementation of State expenditures which are
implemented into  Government  Goods/Services Procurement (PBJ) activities
which in foreign terms are called "procurement”. PBJ today has always been a
strategic issue in the context of meeting the needs for goods or services for both
the government and the private sector. Through PBJ activities, the wheels of the
economy can be moved in line with various policies in the PBJ sector that require
the use of domestic products in a proportional manner as well as the use of Micro,
Small and Medium Enterprises (MSMES) products to meet the needs of
goods/services. Such a policy is an opportunity for business actors to develop
themselves through improving product quality so that MSMEs can grow and
accelerate people's welfare. This is an opportunity for the community to
participate in supporting the national economy.

Based on Article 1 point 1 of Presidential Regulation No. 12 of 2021
concerning Amendments to Presidential Regulation No. 16 of 2018 concerning
Government Procurement of Goods/Services that Procurement of Goods/Services,
hereinafter referred to as PBJ, is an activity of Procurement of Goods/Services by
Ministries/Institutions/Regional ~ Apparatuses which is  financed , by the

APBN/APBD whose process starts from the identification of needs, until the
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handover of the results of the work. PBJ is carried out in two ways, namely
through self-management or through providers.

PBJ involves various parties as procurement actors, namely Budget Users
(PA)/Budget User Powers (KPA), Commitment Making Officers (PPK),
Procurement Officers, Election Working Groups, Procurement Agents, Swakelola
Organizers, and Goods/Services Providers. Among procurement actors, PPK is
one of the procurement actors who has a very large role and has responsibilities at
every stage of PBJ starting from planning to handing over work to PA/KPA.
Article 1 number 10 of the Presidential Regulation Number 16 of 2018 concerning
the Procurement of Government Goods/Services states that "Commitment Making
Officials, hereinafter abbreviated as PPK, are officials who are authorized by
PA/KPA to make decisions and/or take actions that may result in the expenditure
of the state budget/expenditures. regional budget”

In the context of PBJ, PPK takes legal action in 2 (two) areas of law,
namely administrative law and civil law. However, the consequences of the legal
actions taken by the PPK, in some cases can lead to criminal acts, especially
corruption and/or being declared to have participated in a corruption crime.

There are 2 (two) PPK authorities that have the potential to be
criminalized, namely as a result of the issuance of a Letter of Appointment for a
Goods/Services Provider (SPPBJ) and/or when PPK acts as an official signing a
contract with a third party or a Provider of Goods/Services. In some cases, KDP
tends to always be positioned as the party who is legally responsible. This is due

to a juridical problem in the current regulation of PBJ, namely Presidential Decree
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No. 16 of 2018 and its amendments which are still problematic, especially with
regard to the regulation of sources of authority for PPK which is not in line with
the sources of authority in Law no. 30 of 2014 concerning Government
Administration.

Another problem is the unclear position of the PPK in carrying out
government actions that can be held accountable administratively, accountability
from civil aspects and criminal liability. In accordance with these problems, the
author focuses on 3 main problems, namely:

1. The nature of the existence of the Commitment Making Officer (PPK) in
the Government Goods/Services Procurement system.

2. The relationship between the application of the principles of good
governance and the principles in the procurement of government
goods/services.

3. Responsibilities of Commitment Making Officials in the implementation
of Government Procurement of Goods/Services.

In accordance with the legal issues in this research, the type of research
used is normative legal research using 3 approaches, namely the statute approach,
conceptual approach, and case approach. Based on the results of the study, it was
shown that the PPK obtained the authority through two events, namely the
assignment (mandate) as referred to in Article 11 paragraph (1) of Presidential
Regulation No. 12 of 2021 and the delegation of authority (delegation) from
PA/KPA as referred to in Article 11 paragraph (2) of Presidential Regulation No.

12 Year 2021.
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Article 13 paragraph (2) of Law no. 30 of 2014 concerning Government
Administration stipulates that Delegates if:

a. given by the Agency/Government Official to other Government Agencies
and/or Officials;

b. stipulated in PP, Perpres and/or Perda; and

c. is adelegated authority or previously existed.

When referring to the provisions mentioned above, there is an error in the
formulation of norms that place the PPK's authority as a delegation or delegation
of authority regime as in the theories regarding the source of authority that the
delegation requires that the authority to be delegated is an authority that starts
from the attributive authority attached to the official. the delegate in this case is
the PA. Meanwhile, between PPK and PA's authority, there is an authority that
exists in PPK that was not owned by the previous PA, one of which is the task of
determining HPS only on PPK as stipulated in Article 11 paragraph (1) letter d of
Presidential Regulation 16 of 2018, and there is no authority referred to in the PA
as referred to in Article 9 of Presidential Regulation 16 of 2018. Likewise, the
substance of the authority to be delegated is stated in a separate regulation for the
level of regional government regulated through a Regional Regulation. Based on
Article 13 paragraph (4) of Law no. 30/2014 that: In the event that the provisions
of laws and regulations determine otherwise as referred to in paragraph (3),
Government Agencies and/or Officials who obtain Authority through Delegation
as referred to in paragraph (2) may sub-delegate Actions to Government Agencies

and/or Officials others with the following conditions:
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a. set forth in the form of regulations before the Authority is
implemented;

b. carried out within the government itself, and

c. at the most given to the Agency and/or Government Official 1 (one)
level below it.

The provisions in the article allow delegation of authority to lower level
officials with the provisions that the substance of the authority to be delegated is
still stated in the form of regulations. Thus, the delegation of authority from PA to
PPK was not fulfilled.

Meanwhile, in Article 14 paragraph (1) of Law no. 30 of 2014 stipulates
that a Mandate if: a. assigned by the Agency and/or Government Official above it;
and b. is a routine task. Theoretically, in the mandate authority there is no transfer
of authority. Agency or official who appoints (assigns) other agencies or officials
to exercise authority on behalf of the person giving the mandate. Thus, the official
who gets the assignment or mandate, in fact, the authority remains attached to the
agency or official who gave the assignment or mandate

In general, the mandate occurs when the authorized official or definitive
official is temporarily absent, so that for the sake of running the organization, it is
necessary to appoint another official to carry out routine tasks on behalf of the
absent official. Mandate authority in practice, every decision-making or action
always mentions on behalf of (a.n) the official who gives the mandate or the
recipient of the mandate is called the task executor (Plt) or daily executor (Plh). If

the PPK's authority is categorized as an authority that comes from a mandate, it is
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also inappropriate because it turns out that the PA at the time of carrying out the
assignment was not temporarily absent. So it can be understood that the regulation
on the acquisition of authority by the PPK in the Presidential Regulation, both
from delegation and mandate, are both incorrect, so this will have implications for
the subject's error in imposing legal responsibility if there is an error either due to
intentional or negligence in the PBJ process.

Based on Article 1 number 7 of Presidential Regulation No. 16 of 2018
stipulates that: "Budget Users, hereinafter abbreviated as PA, are officials who
hold the authority to use the budget of State Ministries/Institutions/Regional
Apparatuses”. In connection with Article 11 paragraph (1) letter m of Presidential
Decree no. 16 of 2018 that: "PPK in the Procurement of Goods/Services as
referred to in Article 8 letter ¢ has the task of: submitting the results of the work of
implementing activities to PA/KPA with minutes of delivery”. From these
provisions, it shows that PPK in carrying out its duties and authorities is
responsible to PA/KPA and is obliged to submit the results of work to PA as the
budget user. Thus, the existence of the PPK is domiciled as a representative of the
government based on the mandated authority (carrying out duties) on the inherent
authority of the PA to carry out technical PBJ.

The budget for PBJ from year to year continues to increase. ICW data in
2021 noted that the government had allocated a budget of Rp. 1,214, 1 Trillion or
equivalent to 52% of the total APBN. Meanwhile, data on corruption cases in the
PBJ sector handled by the KPK until 2021 reached 284 cases. The facts show the

need for PBJ management based on the principles of good governance as a
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juridical instrument to assess the validity of government actions, especially for

PBJ actors and the principles of the Procurement of Goods/Services are special

instruments applicable in PBJ as the main value system that must be met to

guarantee that the procurement process is carried out in a fair, effective, efficient,
transparent, open, competitive and accountable manner

In the interest of preventing fraud in the PBJ process, the principle of
openness in the PBJ must be interpreted that providers of goods/services who
meet the requirements may take part in the PBJ and are entitled to access to all
bidding documents of bidders uploaded to the SPSE after the bid evaluation stage.

The principle of openness is expected to have checks and balances as the goal of

the principle of good governance.

Responsibilities and accountability of Commitment Making Officers in
the implementation of PBJ are distinguished from 3 aspects, namely:

1. Administrative Responsibilities; PPK actions as referred to in Article 11
paragraph (1) letters b, ¢, d, e, f g, h J, and letter m of Presidential
Regulation Number 16 of 2018, PPK are required to issue administrative
decisions in writing. While the tasks of the PPK as referred to in Article 11
paragraph (1) letters a, i, k, n, and letter o, the PPK is required to take
government administrative actions. Considering the source of PPK's authority
as a mandate, the responsibility and accountability arising from the actions
taken by the PPK remain attached to the PA/KPA as stipulated in Article 14
paragraph (8) of the AP Law. Likewise, the administrative dispute resolution

of procurement is primum remedium.
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2. Cuil Liability; PPK is one of the officials who signed the contract with the
provider. The legal consequences for the parties involved in the contract
based on Article 1338 of the Civil Code and also the Pacta Sunt Servanda
Principle that the agreement made applies as law for those who make it. In the
event of a default, the settlement shall be in accordance with the method
mutually agreed upon in the contract. The position of the PPK in the PBJ
contract as a representative of the government gives rise to job
responsibilities as long as the PPK is designated as the contract signing
official.

Criminal liability is a personal responsibility. In the procurement of

goods/services related to maladministration in the use of authority. Qualifications

for criminal acts can be in the form of document falsification, bribery,
gratification, evil conspiracy, KKN involving PPK. A person can only be
convicted if the criminal elements in the provisions of the legislation are fulfilled.

Based on Article 81 of Presidential Regulation 16/2018 In the event of a violation

as referred to in Article 78 paragraph (1) letter a to letter ¢ and Article 80

paragraph (1) letter a to letter ¢, UKPBJ shall report criminally.
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ABSTRAK

Penelitian  disertasi ini  berjudul “TANGGUNG JAWAB PEJABAT
PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DALAM PROSES PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH” bertujuan a. untuk Menemukan hakekat
eksistensi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam system Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah b. Menganalisis hubungan prinsip good gevernance dengan prinsip-
prinsip dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, dan c. Menganalisis Tanggung
jawab PPK dalam penyelenggaran pengadaan barang/jasa pemerintah.

Metode penelitian ini  merupakan penelitian  hukum normatif dengan
menggunakan 3  (tiga) pendekatan yakni Pendekatan perundang-undangan,
Pendekatan konseptual dan Pendekatan kasus.

Hakikat Eksistensi PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
berkedudukan sebagai wakil pemerintah berdasarkan wewenang mandat (pelaksana
tugas) atas kewenangan yang melekat dari PA/KPA untuk melakukan tindakan
hukum dengan pihak ketiga sebagai penyedia barang/jasa dalam rangka memenuhi
tujuan pengadaan yakni value for money.

Hubungan Prinsip good governance dengan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
ialah berfungsi sebagai insturmen yuridis yang berlaku secara umum untuk menilai
keabsahan tindakan yang dilakukan oleh PPK dalam rangka menciptakan tata kelola
dalam penyelenggaraan PBJ bebas dari KKN. Sementara prinsip-prinsip Pengadaaan
Barang/Jasa merupakan instrument khusus yang berlaku dalam PBJ sebagai tata nilai
utama yang wajib dipenuhi untuk memberikan jaminan proses pengadaan dilakukan
secara adil, efektif, efesien, transparan, terbuka, bersaing, dan akuntabel.

Tindakan PPK berdimensi administratif sebagaimana dimaksud pada Pasal 11
ayat (1) huruf b, c, d, e, f, g, h, j, dan huruf m Perpres Nomor 16 Tahun 2018, PPK
diwajibkan untuk menerbitkan keputusan administrasi secara tertulis. Sedangkan
tugas PPK sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) huruf a, i, k, n, dan huruf o,
PPK diwajibkan untuk mengambil Tindakan administrasi pemerintahan. Mengingat
sumber wewenang PPK sebagai mandat, maka tanggung jawab dan tanggung gugat
yang timbul dari keputusan atau tindakan yang dilakukan oleh PPK tetap melekat
pada PA/KPA sebagaimana ketentuan dalam Pasal 14 ayat (8) UU AP. Tanggung
Jawab Perdata bagi PPK timbul akibat kedudukannya sebagai pejabat penandatangan
kontrak dengan penyedia. Berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata dan juga Asas Pacta
Sunt Servanda bahwa perjanjian yang dibuat berlaku sebagai undang-undang bagi
mereka yang membuatnya. Apabila terjadi wanprestasi, maka penyelesaiannya sesuai
dengan cara yang disepakati dalam kontrak baik melalui musyawarah atau sepakat
menunjuk pengadilan sesuai dengan domisili hukum salah satu pihak. Sementara
Tanggung Jawab Pidana merupakan tanggung jawab pribadi. Pengadaan barang/jasa
berkaitan dengan maladministrasi dalam penggunaan wewenang. Kualifikasi tindak
pidana dapat berupa pemalsuan dokumen, penyuapan, gratifikasi, persekongkolan
jahat, KKN yang melibatkan PPK. Seseorang hanya dapat dipidana jika terpenunhi
unsur-unsur pidana dalam ketentuan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 81
Perpres 16/2018 dalam hal terjadi pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78
ayat (1) huruf a sampai huruf ¢ dan Pasal 80 ayat (1) huruf a sampai huruf ¢, UKPBJ
melaporkan secara pidana.
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Kata Kunci : Tanggung Jawab, Pejabat Pembuat Komitmen, Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah
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ABSTRACT

This dissertation research, entitled "RESPONSIBILITY OF COMMITMENT
MAKING OFFICIALS (PPK) IN THE PROCESS OF PROCUREMENT OF
GOVERNMENT GOODS AND SERVICES", aims, firstly, to find the nature of the
existence of the Commitment Making Officials (PPK) in the system of Procurement
of Governmental Goods and Services; Secondly, to analyze the relationship between
the principles of good governance and the other principles in the procurement of
government goods and services; and thirdly to analyze the responsibilities of PPK in
the process of procurement of government goods and services.

This research is conducted using the normative legal research methodology
with 3 (three) approaches, namely the statutory approach, the conceptual approach
and the case approach.

The nature of the existence of PPK in the procurement of goods and services is
as a representative of the government based on the authoritative mandate (executive
duties) of the inherent authority from PA/KPA to execute legal action with third
parties as the providers of goods and services to meet the objective of value for
money.

The relationship between the principles of good governance and the
Procurement of Government Goods and Services serves as a general legal instrument
to assess the legality of actions taken by PPK in order to create a clean and
accountable governance in the implementation of PBJ. Meanwhile, the other
principles of the procurement of goods and services are special instruments that are
applied in PBJ as the main resources of the system of values that must be fulfilled to
guarantee that the procurement process is carried out in a fair, effective, efficient,
transparent, open, competitive, accountable manner.

The PPK actions have a legal administrative dimension as referred to in the
Article 11 paragraph (1) letters b, c, d, e, f, g, h, j, and letter m of the Presidential
Regulation Number 16 of 2018. In these regulations, PPK is required to issue
governmental administrative action. Considering the tasks of the PPK as set forth in
the Article 11 paragraph (1) letter a, i, k, n, and letter o, the PPK is obliged to take
governmental administrative actions. Considering the source of PPK's authority as a
mandate, the responsibility and accountability arising from their decisions or actions
remain attached to the PA/KPA as stipulated in the Article 14 paragraph (8) of the
Law about AP. The civil liability of PPK arises as a result of his position as a
signatory of contract with the provider. Based on Article 1338 of the Indonesian Civil
Code and the principle of Pacta Sunt Servanda, that the agreement made applies as a
law for those who agree. If there is a default, then the settlement shall be conducted
in accordance to the one set out in the contract, whether it is through consensus or
through litigation in accordance with the legal domicile of one of the parties.
Meanwhile, any criminal liability is a personal responsibility of the parties. The
procurement of goods and services is only related to maladministration in the use of
their respected authority. Meanwhile a criminal act can be in the form of document
forgery, bribery, gratification, unlawful tacit agreement, nepotism, which involves
PPK. A person can only be criminally convicted if there is criminal act as set forth
above in according to criminal statutory law. Based on the Article 81 of Perpres
Number 16, Year 2018, in the event of violation as referred to in the Article 78
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paragraph (1) letter a to letter ¢ and Article 80 paragraph (1) letter a to letter c,
UKPBJ shall submit a criminal report.

Keywords: Responsibility, Commitment Making Officials, Procurement of
Government Goods and Services
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